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Abstrak 

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan suatu negara yang digunakan untuk memajukan kesejahteraan 

rakyat. Namun, penyelundupan pajak yang sering terjadi dapat menurunkan pendapatan tersebut dan merugikan 

ekonomi negara. Sehingga, pemerintah Republik Indonesia (RI) telah menyelenggarakan beberapa program 

amnesti pajak untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan aset tersembunyi tanpa 

dihukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan amnesti pajak yang telah terlaksana sejauh 

ini. Kemudian, artikel ini juga menelaah pelaksanaan amnesti pajak di luar negeri untuk memberi gambaran 

tentang efek jangka pendek dan panjang yang mungkin akan timbul. Meskipun amnesti pajak tahun 1964 dan 1984 

di RI dianggap gagal, amnesti pajak 2016-2017 dan program pengakuan sukarela (PPS) 2022 berhasil 

meningkatkan pendapatan jangka pendek negara. Amnesti pajak 2016-2017 bahkan memecahkan rekor dunia 

jumlah pajak yang terkumpul dalam satu program amnesti. Tetapi, efek jangka panjang program amnesti pajak 

seperti menurunnya kepatuhan wajib pajak serta meningkatnya kesenjangan harus dipertimbangkan. Ketidakadilan 

terhadap wajib pajak yang patuh juga harus dipikirkan sebab hal ini berpotensi untuk membuat wajib pajak beralih 

menjadi tidak patuh. Pelaksanaan amnesti pajak kedepannya, terutama tahun 2025 yang masih diwacanakan, harus 

memperhitungkan aspek-aspek negatif amnesti pajak dan pengalaman negara-negara lain. 

Kata Kunci: Tax Amnesty, Kebijakan Amnesti Pajak, pajak di Indonesia 

Abstract 

Tax is one of a country’s income which is used to improve the citizen’s prosperity. However, tax evasion has been 

rampant and could reduce tax income and eventually harming the country’s economy. Consequently, the 

government of the Republic of Indonesia has organized several tax amnesty programs to allow taxpayers to report 

their hidden asset without being punished. This article aimed to review all the tax amnesty policy that has been 

conducted in Indonesia thus far. This article also delved into other countries tax amnesty programs to allow the 

understanding of the short-term and long-term possible effects which may occur. Although the 1964 and 1984 tax 

amnesty program were deemed fail, the 2016-2017 tax amnesty and the voluntary recognition program in 2022 

managed to boost the country’s short-term tax income. The 2016-2017 program even breaks the world record for 

the number of taxes collected from a single tax amnesty program. Nevertheless, the long-term effect, such as the 

decline in taxpayer’s compliance and the country’s economy must be considered. Unfairness towards compliant 

taxpayers must also be considered as it may reduce compliance in future payment. Future tax amnesty program, 

especially the one that is planned to be conducted in 2025, must be consider the possible negative aspect as well 

as other countries experience with tax amnesty. 

Keywords: Tax Amnesty, Policy Amnesty Program, Indonesian tax 

1. PENDAHULUAN 

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang berfungsi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat. Namun, pendapatan pajak Republik Indonesia (RI) yang masih rendah diakibatkan oleh 

penyelundupan pajak dan penempatan aset di luar negeri [1]. Demi mengatasi masalah ini, pemerintah RI telah 

menerapkan program amnesti pajak untuk memberikan kesempatan terbatas kepada pembayar pajak untuk 

mengajukan aset luar negeri mereka dan membayar biaya pajak aset tersebut tanpa terkena penalti atau ancaman 

pelanggaran hukum [2]. 

Kepatuhan terhadap pembayaran pajak sangat penting agar negara mampu menjaga kepentingan umum dan 

mendistribusikan kekayaan secara efektif [3]. Tetapi, penyelundupan pajak telah terjadi sejak konsep pajak 

ditetapkan [4] dan hal ini berdampak kepada berkurangnya pendapatan publik, mengakibatkan redistribusi 

kekayaan yang tidak merata dan kesenjangan pendapatan. Oleh sebab itu, pemerintah telah menerapkan berbagai 

kebijakan fiskal untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, salah satunya adalah amnesti pajak. Sejatinya 

pelaksaan amnesti pajak di Indonesia telah berlangsung pada tahun 1964 dan 1984, namun akibat sistem 

administrasi pajak yang tidak memadai pada masa itu, program tersebut dianggap tidak berhasil [5] . 

Program amnesti pajak telah berhasil dilaksanakan di RI adalah pada 2016 sehingga 2017, yang terbagi 

dalam tiga tahap, yaitu 1 Juli 2016 sampai 30 September 2016 (tahap 1), 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 

2016 (tahap 2) dan 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 (tahap 3) [2] . Penurunan pertumbuhan ekonomi yang 

diakibatkan oleh COVID-19 membuat pemerintah kembali mengesahkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 

atau yang sering disebut amnesti pajak jilid II. Program ini berlangsung dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 

dengan harapan mampu memulihkan perekonomian RI [2]. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga berharap dapat 
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menginisiasi kembali program amnesti pajak pada tahun 2025, menargetkan pembayar amnesti pajak periode 

sebelumnya dikarenakan keyakinan bahwa belum seluruh harta dideklarasikan 100% [6]. Pengadaan amnesti pajak 

yang berulang kali ini mengindikasikan bahwa pendapatan negara dari amnesti pajak cukup memuaskan dan masih 

dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. 

2. METODE PENELITIAN 

 

Metode  penelitian  yang  digunakan  berupa  studi literatur atau studi pustaka.  Nazir  (2014) 

menngungkapkan bahwa Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah 

terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan 

masalah yang dipecahkan [7] . Penelitian  fokus  pada  literatur  yang  memiliki  relevansi  dengan tujuan  penelitian, 

berupa Jurnal  Ilmiah, Publikasi Lain   termasuk   Kebijakan Pemerintah   yang membahas  tentang  Tax Amnesty. 

Dengan pertimbangan dan kriteria tersebut maka ditetapkan sebanyak 22 artikel ilmiah, Pubilkasi Lain dan 

Kebegijakan Pemerintah.  

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Amnesti pajak dalam pelaksanaannya telah menuai berbagai pro dan kontra. Meskipun bisa meningkatkan 

pendapatan negara dalam jangka pendek, pemberlakuan amnesti pajak dianggap tidak adil dan menguntungkan 

penyelundup pajak [3]. Nilai harta yang dideklarasi pada amnesti pajak di tahun 2016-2017 mencapai Rp4.855 

triliun [8], sedangkan pada PPS tahun 2022 nilai harta yang diajukan adalah Rp595 triliun [9]. Rincian pendapatan 

ini dapat dilihat pada Tabel 1. Tetapi kebijakan ini dinilai bisa meningkatkan jumlah pengemplang pajak dan tidak 

menaikkan rasio pajak, sehingga efektivitasnya kembali dipertanyakan [10]. Dikarenakan banyaknya data dan 

opini pada pelaksanaan amnesti pajak, artikel ini ditulis untuk meninjau dan merangkum informasi yang telah 

diketahui dari amnesti pajak 2016-2017 dan PPS 2022. Artikel ini juga akan membahas program amnesti pajak 

yang telah berlangsung di luar negeri, untuk dijadikan perbandingan dalam mempertimbangkan program yang 

akan dilaksanakan kedepannya. Artikel ini diharapkan dapat menambah informasi mengenai kebijakan amnesti 

pajak di Indonesia dan memberikan gambaran mengenai amnesti pajak yang akan dilakukan pada tahun 2025. 
 

Tabel 1. Rincian Pendapatan dari Amnesti Pajak 2016-2017 dan PPS 2022 (dalam triliun rupiah) 

 

Uraian Harta Terlapor Deklarasi DN Deklarasi LN Repatriasi Tebusan 

Amnesti pajak 2016 - 2017 4.854,63 3.676 1.031 147 114,02 

PPS 2022 594,82 498,88 59,1 13,7 61,01 

Catatan: DN – dalam negeri; LN – luar negeri; PPS – program pengakuan sukarela 

Sumber: Santika, 2024 
 

3.1 Analisis Amnesti Pajak 2016-2017 dan PPS tahun 2022 

Amnesti pajak tahun 2016-2017 terbagi dalam tiga tahap, yang bertujuan untuk memberikan tarif yang lebih 

ringan kepada pembayar pajak yang mengajukan asetnya pada tahap yang lebih awal. Untuk mengaji keefektifan 

amnesti pajak di periode ini, beberapa peneliti telah menerbitkan hasil analisis mereka. Hajawiyah et al., (2021) 

menyatakan bahwa amnesti pajak 2016-2017 mampu meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan amnesti pajak 

ini juga memberikan dampak positif terhadap pemasukan jangka pendek RI. Hasanah et al., (2021) juga melakukan 

analisis amnesti pajak 2016-2017 dan membandingkannya dengan kebijakan PPS tahun 2022, yang belum 

terlaksanakan saat artikel tersebut terbit. Diperkirakan bahwa keberhasilan PPS 2022 bergantung pada sosialisasi 

dari pemerintah dan keyakinan bahwa pembayar amnesti tidak akan ditindak [11]. Menarik untuk disebutkan 

bahwa pendapatan RI dari amnesti pajak ini memecahkan rekor dunia, sehingga sering dianggap program amnesti 

pajak tersukses di dunia [12]. Evaluasi ini menunjukkan bahwa program amnesti pajak dapat memberi keuntungan 

fiskal kepada RI. Menyusul amnesti pajak 2016-2017, program pengakuan sukarela (PPS) tahun 2022 pada 

dasarnya merupakan program sukarela untuk deklarasi pajak, sehingga sering disebut amnesti pajak jilid II. 

Namun, Direktur Jenderal Pajak (DJP) menekankan bahwa PPS berbeda dengan amnesti pajak yang dilaksanakan 

pada tahun 2016-2017 [13]. Jika amnesti pajak 2016-2017 memfokuskan pada perbedaan tarif dari tahap 1 hingga 

tahap 3, PPS 2022 membedakan jenis kebijakan dan subjek pajak. Kebijakan 1 dalam PPS menyasar wajib pajak 

yang belum mengajukan harta yang diperoleh sebelum Desember 2015, sedangkan Kebijakan 2 diperuntukkan 

harta yang diperoleh pada 2016-2020. Tarif pembayaran amnesti pajak 2016-2017 dan PPS 2022 dapat dilihat 

pada Tabel 2. Meskipun total wajib pajak yang mengikuti PPS 2022 lebih sedikit dibandingkan amnesti pajak 

2016-2017, yaitu 247.918 dibandingkan 956.793, PPS 2022 dinilai lebih berhasil dibandingkan amnesti pajak 

2016-2017, mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan PPS 2022 yang lebih singkat dan cakupan yang lebih 

kecil [9].  
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Tabel 2. Amnesti Pajak 2016-2017 dan PPS 2022 

 

Tabel 3. PPS 2022 

          Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016; Anggela, 2022a. 

 

 

Meskipun kebijakan ini menguntungkan negara secara fiskal, terdapat kerugian pada beberapa sektor 

yang berkaitan dengan pengampunan pajak. Program pengampunan pajak dianggap tidak menjamin keadilan bagi 

yang mematuhi kewajiban pajak karena wajib pajak yang membayar secara konsisten merasa pengampunan pajak 

hanya menguntungkan mereka yang tidak membayar pajak dan melapor aset [14]. Hal ini akhirnya dapat 

menimbulkan keinginan untuk menunda pelaporan demi menunggu masa pelaksanaan amnesti pajak selanjutnya. 

Kemudian, walaupun terjadi peningkatan pendapatan negara dalam jangka pendek, rasio pendapatan pajak 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tetap rendah [15]. Sebagai perbandingan, Indonesia merupakan 

negara dengan rasio kedua terendah di Asia Tenggara (11.6%), hanya di atas Myanmar [16]. Hal ini menunjukkan 

bahwa penetapan program pengampunan pajak harus mempertimbangkan kerugian moral dan ketidakefektifan 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

 

3.2. Pelaksanaan Amnesti Pajak di luar Negeri 

 

Selain RI, banyak negara telah melangsungkan program amnesti pajak untuk meningkatkan pendapatan 

jangka pendek mereka. Beberapa negara juga memberlakukan kebijakan tambahan yang dinilai mampu 

meningkatkan kesuksesan program amnesti pajak. Sehingga kebijakan serta dampak yang telah menimpa negara-

negara tersebut wajib dikaji untuk memberikan gambaran kepada RI dalam melaksanakan amnesti pajak 

kedepannya. Mengacu pada artikel [3]. Turki yang telah melaksanakan amnesti pajak sebanyak 37 kali telah 

melihat efek jangka panjang dari program tersebut. Pelaksanaan yang berulang kali mengakibatkan penurunan 

kredibilitas pemerintah dan kepatuhan wajib pajak. Amnesti pajak yang berulang kali juga meningkatkan 

kesenjangan dalam distribusi kekayaan. Di sisi lain, Norwegia yang memiliki jumlah pelaksanaan amnesti pajak 

terkecil mampu menjaga pemerataan distribusi kekayaan negaranya [3]. Sebuah survei yang dilakukan di Republik 

Afrika Selatan turut mengungkapkan bahwa amnesti pajak berulang kali dapat memengaruhi tingkat kepatuhan 

wajib pajak seperti wajib pajak yang tidak patuh tetap tidak patuh karena kerap menunggu jadwal amnesti pajak 

selanjutnya. Sedangkan pembayar pajak yang patuh akan mulai menyelundupkan asetnya karena melihat amnesti 

pajak sebagai sebuah reward [17]. 

Kemudian, untuk meminimalisir pelaksanaan amnesti pajak, program yang dilakukan harus efektif. Beberapa 

kebijakan seperti yang dilakukan negara lain dapat dijadikan bahan pembelajaran. Irlandia mempublikasikan daftar 

nama wajib pajak nakal di surat kabar dan memperkenalkan kebijakan sanksi yang lebih berat di akhir program 

amnesti pajak mereka. Kemudian pemerintah India menjual obligasi khusus yang berlaku selama 10 tahun yang 

dapat dibeli dengan dana yang tidak jelas asal-usulnya [18]. Selain untuk menangani keterpurukan ekonomi, ada 

negara yang menerapkan amnesti pajak sebagai senjata politik untuk memenangkan pemilihan umum [3]. Amnesti 

pajak juga dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam sistem perpajakan negara [19]. Namun, amnesti pajak 

tidak boleh dipertimbangkan sebagai pilihan pertama dan hanya dilakukan jika reformasi sistem pajak tidak dapat 

dilaksanakan [20]. Beberapa alternatif yang diusulkan adalah menetapkan peraturan permanen yang memberikan 

keringanan kepada wajib pajak yang secara terbuka mengakui bahwa mereka melanggar peraturan pajak [21]. 

Amnesti Pajak 2016-2017 

 Tahap 1 (1 Juli – 30 

September 2016) 

Tahap 2 (1 Oktober – 31 

Desember 2016) 

Tahap 3 (1 Januari – 31 

Maret 2017) 

Harta DN dan LN yang 

diinvestasikan di RI 

2% 3% 5% 

Harta LN yang tidak dialihkan 
ke RI 

4% 6% 10% 

Wajib Pajak 0.5% jika peredaran usaha antara Rp4.800.000.000 – Rp10.000.000.000 2% jika peredaran usaha diatas 
Rp10.000.000.000 

Program Pengakuan Sukarela 2022 

 Kebijakan 1 (aset sebelum tahun 

2015) 

Kebijakan 2 (aset pada tahun 2016-

2022) 

Harta LN repatriasi dan harta deklarasi DN 8% 14% 

Deklarasi LN 11% 18% 

Harta LN repatriasi dan harta DN yang 
diinvestasikan pada SBN, hilirisasi dan energi 

terbarukan 

6% 12% 

Catatan: DN – dalam negeri; LN – luar negeri; SBN – Surat Berharga Negara 
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Tetapi secara keseluruhan, perubahan dalam sistem perpajakan merupakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi 

penyelundupan pajak. Kebijakan-kebijakan seperti memberikan akses informasi lengkap kepada wajib pajak, 

memberikan pilihan untuk mencicil jika kewajiban membayar tidak dapat dipenuhi sementara, serta meningkatkan 

fungsi audit dan mengevaluasi hasil akhir audit [3]. Selain itu, manajemen pajak yang teratur dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak dalam jangka panjang  [22].. Kontak antara wajib pajak dan otoritas pajak juga dinilai 

mampu meningkatkan kepatuhan jangka pendek, karena membuat wajib pajak merasa dalam pengawasan [23]. 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan informasi yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, terdapat beberapa pelajaran yang dapat 

dipetik oleh RI. Merujuk kepada analisis yang dilakukan oleh berbagai ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

amnesti pajak 2016-2017 dan PPS 2022 berhasil mendatangkan pendapatan jangka pendek dalam jumlah yang 

besar. Namun, rasio pajak-PDB yang masih rendah menandakan kepatuhan wajib pajak tetap rendah. Kemudian, 

berkaca kepada pelaksanaan amnesti pajak di luar negeri, terlalu sering melakukan program amnesti pajak malah 

merusak ekonomi negara, berbanding terbalik dengan negara yang melaksanakan amnesti pajak sejarang mungkin. 

Beberapa artikel juga menyarankan untuk melakukan reformasi sistem pajak, dibandingkan dengan terus 

bergantung kepada program amnesti pajak. Analisis dari DJP mengungkapkan bahwa aset luar negeri yang 

dideklarasikan banyak berasal dari negara rendah atau tanpa pajak yang sering dijuluki tax haven. Peserta repatriasi 

memiliki aset di negara-negara seperti Singapura, Hong Kong, Australia dan Virginia Britania Raya (Anggela, 

2022b). Dalam hal ini, pemerintah RI telah mencoba membuat perjanjian dengan beberapa negara terkait repatriasi 

aset apabila wajib pajak dinyatakan bersalah, meskipun pada praktiknya sukar dilakukan. Oleh karena itu, 

pemerintah RI wajib terus menjalin kerjasama untuk meningkatkan penanganan penyelundupan pajak. Pemerintah 

RI juga harus meningkatkan sistem dan kebijakan perpajakan dalan negeri, untuk menguatkan kepercayaan rakyat 

dalam menempatkan asetnya di dalam negeri. Melihat adanya perbedaan antara amnesti pajak 2016-2017 dan PPS 

2022, besar kemungkinan program amnesti pajak yang akan dilakukan pada tahun 2025 memiliki perbedaan 

dengan program sebelumnya. Program yang dijuluki ‘Tax Amnesty Jilid III’ ini rencananya akan dibahas pada 

Januari 2025, merevisi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016. Sasaran amnesti pajak 2025 adalah wajib pajak 

yang telah mengikuti program amnesti pajak 2016-2017 (Rachman, 2024). Terdapat juga penetapan tarif dan 

pendeteksian harta yang berbeda dengan program sebelumnya (Purnama, 2024), meskipun detail amnesti pajak 

2025 belum tersedia pada saat ditulisnya kajian ini. Pemerintah disarankan untuk meninjau kembali pelaksanaan 

amnesti pajak 2025, dengan mempertimbangkan bahaya jangka panjang yang mungkin akan timbul. 
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